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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

 Di era global seperti saat ini, para pencari kerja akan menghadapi 

persaingan dalam dunia kerja yang begitu ketat. Hal ini perlu disadari dan 

dipahami oleh mahasiswa untuk  bersiap diri dan sigap dalam menghadapi 

tantangan serta berbenah diri dalam rangka meningkatkan kualitas dan 

memiliki daya saing dalam persaingan di dunia kerja. Karena pada saat 

mahasiswa sudah menyelesaikan studi perkuliahaannya dan menjadi sarjana, 

mereka akan bersaing dengan para pencari kerja lain yang juga membutuhkan 

lapangan pekerjaan. Menurut data tabel Badan Pusat Statistik (BPS) 

(http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972, diakses pada 9 November 2017 

pukul 10.21) “pada bulan Februari 2017 jumlah pengangguran sarjana di 

Indonesia 606.939 jiwa”. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran 

sarjana maka dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi ketatnya 

persaingan dalam dunia kerja tidak hanya diperlukan ijazah, tetapi juga 

kompetensi dan keahlian yang berkualitas, terampil dan memiliki daya saing. 

 Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dan kompetensi yang berkualitas, terampil, dan memiliki daya saing 

maka perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas calon-calon 

sarjana dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-
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sarana yang pendukung agar dihasilkan lulusan yang handal. Dalam hal ini, 

calon-calon sarjana setelah menyelesaikan studinya diharapkan tidak hanya 

memiliki bekal kecerdasan intelektual namun harus memiliki kemampuan 

yang menunjang lainnya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Seperti yang diketahui bersama, selama belajar di bangku perkuliahan 

mahasiswa hanya memperoleh bekal teori-teori yang dipelajari dari berbagai 

mata kuliah saja tanpa diiringi dengan pengaplikasian dari teori tersebut. 

Padahal dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya tidak hanya dibutuhkan 

bekal teori saja, melainkan teori tersebut merupakan suatu ilmu pengetahuan 

dasar bagi perwujudan praktik. Oleh karena itu, untuk memperoleh 

pengalaman dan wawasan serta pengetahuan sebelum terjun ke dalam 

lingkungan kerja yang sesungguhnya, maka mahasiswa diwajibkan menjalani 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perusahaan atau Instansi Pemerintah. PKL 

merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) yang memiliki tujuan untuk 

memperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi yang dirasakan oleh 

mahasiswa dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya sekaligus 

memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-ide yang berguna dan 

dapat menambah pengetahuan mahasiswa sehingga menimbulkan rasa 

tanggung jawab dan menjunjungtinggi kedisiplinan terhadap apa yang 

ditugaskan kepadanya.  

 PKL merupakan perwujudan aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan 

dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. Pelaksanaan
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 PKL di berbagai Perusahaan atau Instansi Pemerintah akan sangat berguna 

bagi mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan, menambah wawasan serta 

sebagai pengalaman belajar yang baru yang tidak didapatkan di dalam 

kampus. Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan PKL, sehingga 

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang di peroleh dibangku 

perkuliahan kedalam dunia kerja yang sebenarnya. 

 Praktikan melaksanakan praktik kerja di Unit Pelayanan Pajak dan 

Retribusi Daerah (UPPRD) Mampang Prapatan yang memiliki bidang kerja 

dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh 

wajib pajak yang berada di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

 Program Praktik Kerja Lapangan yang diberikan universitas negeri jakarta, 

khususnya pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi sebagai 

upaya mahasiswa untuk beradaptasi dengan dunia kerja serta, melihat secara 

nyata dunia kerja yang sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu mengasah 

kemampuan dan keterampilan kerja. Adapun maksud dan tujuan dalam 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan antara lain: 

Maksud dari pelaksanaan praktik kerja lapangan 

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  

2. Mendapat pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja secara nyata 
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3. Mengaplikasikan teori yang didapat mahasiswa dibangku perkuliahan 

khususnya teori akuntansi 

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 

1. Mengetahui kepengurusan Pajak dan Retribusi Daerah yang dipungut oleh 

UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan 

2. Memperoleh ilmu, pengalaman, serta wawasan mengenai pengurusan Pajak 

dan Retribusi Daerah 

3. Mendapatkan pengalaman mengenai proses dalam melakukan pekerjaan yang 

berhubungan dengan kepengurusan Pajak dan Retribusi Daerah. 

C. Kegunaan PKL 

 Dengan dilaksanakannnya PKL, diharapkan praktikan mendapatkan 

kegunaan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri namun juga bagi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai Instansi praktikan dalam 

menuntun ilmu dan juga UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan sebagai 

tempat praktikan melaksanakan PKL, yang antara lain:  

1. Bagi Praktikan:  

a. Menambah pemahaman mengenai lingkungan dan dunia kerja secara 

nyata 

b. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan praktikan di luar materi 

Perpajakan yang selama ini didapatkan 

c. Mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan 



5 
 

 
 

d. Agar praktikan dapat siap dan sigap untuk menghadapi persaingan 

dengan lulusan-lulusan lainnya di dunia kerja 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Untuk mengevaluasi dan menilai kualitas mahasiswa dalam 

pelaksanaan PKL 

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

c. Menciptkan lulusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta yang berkompetitif dalam menghadapi dunia 

kerja setelah lulus nanti 

3. Bagi Instansi tempat Praktikan melaksanakan PKL: 

a. Dapat menjalin hubungan yang baik antara praktikan, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Instansi tempat praktikan 

melaksanakan PKL 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk Instansi tempat 

praktikan melaksanakan PKL dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan Instansi pada masyarakat 

D. Tempat PKL 

 Kegiatan PKL ini Praktikan lakukan di Instansi Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota (DKI)  Jakarta, yaitu di: 

 Tempat  : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah   

      (UPPRD) Kecamatan Mampang Prapatan. 
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 Alamat   : Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 9 Kelurahan  

      Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang   

      Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. 

 No. Telpon / Fax : 021-22792917, 021-22792629 

 E-mail   : uppdmampangprapatan@gmail.com 

 Praktikan memilih UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan sebagai tempat 

praktikan melaksanakan kegiatan PKL karena praktikan ingin memperoleh 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis Pajak Daerah yang 

dilayani oleh UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan, mengetahui tata cara 

pemungutan Pajak Daerah dan mengetahui proses pengajuan pengurusan 

Pajak Daerah yang dilakukan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, 

lokasi Instansi yang mudah dijangkau dan jarak yang tidak terlalu jauh dari 

tempat tinggal praktikan. 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

 Pelaksanaan kegiatan PKL yang praktikan laksanakan terbagi menjadi 3 

tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

 Sebelum kegiatan PKL ini dilaksanakan, pada tanggal 3 Juli 2017 praktikan 

mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik 

dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan kepada Badan Pajak dan Retribusi 

Daerah (BPRD) DKI Jakarta. Setelah surat permohonan yang dibuatkan oleh 

BAAK telah terbit, kemudian pada tanggal 7 Juli 2017 praktikan memberikan 
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surat permohonan pelaksanaan PKL beserta Curriculum Vitae (CV) ke 

Sekretariat BPRD DKI Jakarta. Selanjutnya praktikan dibuatkan surat 

rekomendasi oleh BPRD DKI Jakarta sebagai pengantar praktikan untuk 

melaksanakan kegiatan PKL yang ditempatkan di UPPRD Mampang Prapatan 

terhitung mulai tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 13 September 2017. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksanaan, praktikan melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD 

Kecamatan Mampang Prapatan dimulai tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 13 

Sepetember 2017 yang dilakukan dengan ketentuan jam kerja praktikan yang 

menyesuaikan jam kerja normal yang berlaku di UPPRD Kecamatan Mampang 

Prapatan berdasarkan Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang 

Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni: 

Hari Kerja  : Senin – Jum’at 

Jam Kerja  : 07.30-16.00 WIB (Senin – Kamis) 

     07.30-16.30 WIB (Jum’at) 

Waktu Istirahat : 12.00-13.00 WIB (Senin – Kamis) 

     11.30-13.00 WIB (Jum’at) 
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3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

 Tahapan penulisan laporan PKL ini praktikan laksanakan setelah 

berakhirnya kegiatan PKL pada tanggal 13 September 2017. Setelah 

menyelesaikan pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan mendapat dosen 

pembimbing yang sudah ditentukan dan membuat laporan hasil PKL. Praktikan 

memulai tahapan penulisan laporan PKL dengan mempersiapkan pengumpulan 

data-data dan berkas-berkas maupun dokumen-dokumen yang diperlukan 

sebagai lampiran atas pelaksanaan kegiatan PKL 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Instansi 

 Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah pada tanggal 11 

September 1952. Dinas Pendapatan Daerah merupakan salah satu unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan nama 

dan struktur organisasi. Berikut beberapa perubahannya:  

1. Suku Bagian Padjak (1952-1955) berdasarkan Surat Keputusan Daerah 

Perwakilan Kota Sementara Djakarta Raja No. 18/D.K tanggal 11 

September 1952 

2. Bagian Padjak (1956-1965)  

3. Kantor Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak (1966-1967) berdasarkan 

Surat Keputusan No.B.6 =/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966 

4. Dinas Padjak dan Pendapatan D.C.I Jakarta (1968-1974) berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur DCI Djakarta No. Ib.3/2/48/1968 tanggal 3 

September 1968 

5. Kantor Padjak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975-1976) berdasarkan 

Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.B.VII-774/a/1/1975 tanggal 20 

Februari 1975 

6. Dinas Padjak DKI Jakarta (1976-1982) berdasarkan Keputusan Gubernur 

KDKI Jakarta No B.VII-5851/a.1.1976 tanggal 1 Juli 1976
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7. Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983-2007) berdasarkan Instruksi 

Gubernur KDKI Jakarta Nomor 890 tahun 1981 

8. Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta (2008-2016) berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. Dan yang terakhir pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi 

DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah Provinsi DKI 

Jakarta melakukan pembenahan organisasi dengan kembali menjalankan 

fungsi retribusi daerah yang sebelumnya hanya melakukan pelayanan 

pajak daerah. DPP DKI Jakarta berubah nama dan fungsinya menjadi 

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. 

Perubahan nama ini dimaksudkan agar organisasi tersebut lebih fokus 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan daerah 

dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk menindaklanjuti 

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 ini, Gubernur selaku Kepala 

Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 

262 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPRD 

Provinsi DKI Jakarta.  

 Kemudian pada tahun yang sama, Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

menerbitkan peraturan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

297 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPPRD, 

yang sampai saat ini menjadi landasan peraturan mengenai UPPRD. 
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Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 297 Tahun 2016, UPPRD merupakan Unit Pelaksana Teknis BPRD 

Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

pemungutan pajak dan pendataan retribusi daerah sesuai kewenangannya.  

UPPRD mempunyai lingkup wilayah kerja pada Kecamatan. UPPRD 

dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPRD 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BPRD memiliki Visi dan Misi yakni 

sebagai berikut: 

Visi: 

 Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. 

Misi: 

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan Pajak Daerah yang inovatif. 

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan Pajak Daerah dan 

melaksanakan penyuluhan peraturan Pajak Daerah serta menyelesaikan 

permasalahan hukum Pajak Daerah. 

c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan 

Pajak Paerah. 

d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana 

prasarana Perpajakan Daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan 

anggaran dan program dinas. 
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e. Mengoptimalisasi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan Pajak Daerah. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah. 

B. Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan susunan dari beberapa unit kerja sesuai 

dengan wewenang tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan 

fungsinya. Dalam suatu Instansi, struktur organisasi sangat diperlukan karena 

struktur organisasi merupakan susunan beberapa komponen yang masing-

masing di dalam komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain yang 

dapat mengatur jalannya berbagai macam kegiatan umum Instansi dan harus 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada sehingga tujuan dan/atau 

target Instansi dapat tercapai. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja UPPRD, struktur organisasi UPPRD dipimpin oleh Kepala Unit yang 

membawahi 4 bagian, yaitu Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana 

Pelayanan, Satuan Pelaksana Pendataan, Satuan Pelaksana Penagihan serta 

Sub Kelompok Jabatan Fungsional (Struktur Organisasi dapat di lihat di 

lampiran 6). Kepala Unit mempunyai tugas:  

a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD; 

b. mengkoordinaikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan 

Pelaksana, dan Subkelompok Jabatan Fungsional; 
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c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kinerja 

Perangkat daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) 

dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPPRD; dan 

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UPPRD. 

 Adapun penjelasan dari tiap bagian yang membawahi dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Unit adalah sebagai berikut: 

1. Subbagian Tata Usaha 

 Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata 

Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Unit. Adapun tugas dari Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD sesua dengan lingkup tugasnya; 

c. mengoordinasikan penyususan rencana strategis, rencana kerja dan 

anggaran UPPRD; 

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPRD; 

e. menyusun pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD; 

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD; 

g. melaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD; 
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h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPRD; 

i. menghimpun, menganalisis, dan meengajukan kebutuhan penyediaan, 

pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana kerja pada UPPRD; 

j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan 

kenyamanan kantor UPPRD; 

k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; 

l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kecamatan dan 

Kelurahan sesuai lingkup wilayahnya; 

m. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, dan kegiatan 

serta akuntabilitas UPPRD; dan 

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian 

Tata Usaha. 

2. Satuan Pelaksana Pelayanan 

 Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam 

pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak dan retribusi daerah 

sesuai kewenangnnya. Dalam hal ini, Satuan Pelaksana Pelayanan dapat 

dikatakan sebagai gerbang utama UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan, 

karena dalam Satuan Pelaksana Pelayanan yang berhadapan langsung dengan 

wajib pajak yang mempunyai keperluan yang berhubungan dengan 

pengurusan Pajak Daerah. Satuan Pelaksana Pelayanan dipimpin oleh seorang 

Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Unit serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 
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Badan atas usul Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Pelayanan 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun bahan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

d. memberikan pelayanan informasi dan konsultasi Perpajakan Daerah; 

e. menerima, meneliti, dan mengadministrasikan permohonan pendaftaran 

Perpajakan Daerah; 

f. menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan, dan pembayaran 

Pajak Daerah; 

g. melaksanakan perekaman, pengelolaan, dan pengamanan basis data Pajak 

Daerah; 

h. membuat risalah dan nota perhitungan Pajak Daerah terutang; 

i. menatausahakan dan melaksanakan, bill/bon, legalisasi penneng Pajak 

Reklame, tanda masuk/karcis, dan dokumen lain yang dipersamakan; 

j. mengusulkan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bill/bon dan 

dokumen lain yang dipersamakan; 

k. menertiban, mengukuhkan, mencabut, dan menghapus Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD); 

l. menerima, meneliti, dan menertibkan Surat Keterangan Pajak Daerah; 
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m. menertibkan dan mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2), surat ketetapan, surat keputusan, dan surat tagihan Pajak 

Daerah termasuk salinannya; 

n. menerima prmohonan keringanan pembebasan, pengurangan, 

pembetulan, keberatan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah; dan 

o. melaporkan dan mempertanggungjawabakan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Pelayanan. 

3. Satuan Pelaksana Pendataan 

 Satuan Pelaksana Pendataan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam 

pelaksanaan kegiatan pendataan Pajak Daerah sesuai kewenangannya. Satuan 

Pelaksana Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Kepala 

Satuan Pelaksana Pendataan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan 

atas usulan Kepala Unit. Adapun tugas dari Satuan Pelaksana Pendataan, 

yakni: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD  sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun bahan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 
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d. melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan, dan pemutakhiran 

data subjek dan objek Pajak Daerah; 

e. melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai 

Tanah; 

f. melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 

penghapusan, dan perubahan data objek dan subjek Pajak Daerah; 

g. melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangkaa permohonan 

pendaftaran atau penutupan subjek dan objek Pajak Daerah; 

h. melaksanakan koordinasi pendataan Pajak Daerah dengan Instansi 

terkait; dan 

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Pendataan. 

4. Satuan Pelaksana Penagihan  

        Satuan Pelaksana Penagihan merupakan Satuan Kerja lini UPPRD dalam 

melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah sesuai kewenangannya. Satuan 

Pelaksana Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksanan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Kepala 

Satuan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas usul 

Kepala Unit. Adapun beberapa tugas dari Satuan Pelaksana Penagihan adalah 

sebagai berikut: 

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPRD 

sesuai dengan lingkup tugasnya; 
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b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun bahan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

d. mengusulkan wajib pajak untuk dilakukan pemeriksaan; 

e. melakukan verifikasi dan pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah; 

f. menerbitkan surat himbauan pembayaran, pelaporan, dan Surat Tagihan 

Pajak Daerah (STPD); 

g. menyusun profil dan konfirmasi data wajib pajak; 

h. menyusun laporan kinerja penerimaan dan piutang Pajak Daerah; 

i. memproses permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian 

kompensasi, restitusi, dan pemindahbukuan; 

j. memproses permohonan keringanan, pembebasan, pembetulan, 

pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak 

Daerah sesuai dengan kewenangnnya; dan 

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Penagihan. 

5. Subkelompok Jabatan Fungsional 

 Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah dapat mempunyai 

Subkelompok Jabatan Fungsional dalam melaksakan tugas dalam susunan 

organisasi struktural UPPRD. Dalam rangka mengembangkan 

profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, Subkelompok Jabatan 

Fungsional dibentuk UPPRD sebagai bagian dari Kelompok Jabatan 
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Fungsional BPRD. Subkelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua 

Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Unit dan diangkat oleh Kepala Badan atas 

usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas. 

C. Kegiatan Umum Instansi 

 UPPRD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh Pajak Daerah 

sesuai kewenangannya, kecuali Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor (PBB-KB), Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Rokok. Untuk 

melaksanakan tugasnya, UPPRD menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPRD; 

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPRD; 

c. penyusunan pedoman, standar, dan prosedur teknis UPPRD; 

d. pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan Pajak 

Daerah; 

e. pendataan Retribusi Daerah; 

f. pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaaan subjek dan objek Pajak  

Daerah; 

g. pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan Pajak 

Daerah; 

h. penegakan ketentuan dan peraturan Perpajakan Daerah; 

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPRD; 
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j. pelaksanaan koordinasi pemungutan Pajak Daerah pada lingkup 

Kecamatan; 

k. penyusunan bahan kebijakan teknis pemungutan Pajak Daerah pada  

lingkup Kecamatan; 

l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPRD; 

m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPRD; dan 

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaaan tugas dan fungsi 

UPPRD. 

 Beberapa kegiatan umum pemungutan Pajak dan retribusi daerah yang 

dilakukan oleh UPPRD berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi 

DKI Jakarta yang ada, sebagai berikut: 

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

 BPHTB dipungut atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

BPHTB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010. Objek Pajak 

BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud meliputi: 

a. Pemindahan hak karena: 

1. Jual-beli 

2. Tukar-menukar 

3. Hibah 

4. Hibah Wasiat 

5. Waris 
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6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain 

7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 

8. Penunjukkan pembeli dalam lelang 

9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

10. Penggabungan usaha 

11. Peleburan usaha 

12. Pemekaran usaha 

13. Hadiah 

b. Pemberian hak baru karena: 

1. Kelanjutan pelepasan hak 

2. Di luar pelepasan hak 

c. Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Hak milik 

2. Hak guna usaha 

3. Hak guna bangunan 

4. Hak pakai 

5. Hak milik atas satuan rumah susun 

6. Hak pengelolaan 

d. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang 

diperoleh: 

1. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal-

balik. 
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2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 

3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 

perwakilan organisasi tersebut. 

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. 

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 

 Yang menjadi Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan BPHTB adalah 

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP sebagaimana dimaksud, adalah 

sebagai berikut: 

1) Jual-beli adalah harga transaksi. 

2) Tukar-menukar adalah nilai pasar. 

3) Hibah adalah nilai pasar. 

4) Hibah wasiat adalah nilai pasar. 

5) Waris adalah nilai pasar. 

6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 

pasar. 

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. 
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8) Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai  

kekuatan tetap adalah nilai pasar. 

9) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar. 

10) Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai 

pasar. 

 Apabila NPOP sebagaimana dimaksud tidak diketahui atau lebih rendah 

daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunkan dalam pengenaan PBB-

P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP 

PBB-P2. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,-. Dalam hal perolehan hak karena waris atau 

hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dengan garis keturunan lurus satua derajat ke atas atau satu derajat 

kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, 

NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,-. Tarif BPHTB ditetapkan 

sebesar 5%. 

2. Pajak Air Tanah 

 Pajak Air Tanah dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di 

bawah permukaan tanah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah, Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah, dalam hal ini dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah 

adalah: 
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a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintahan Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah 

tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, serta peribadatan; 

c. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air 

tanah untuk keperluan pemadam kebakaran. 

 Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 

mempertimbangkan sebgian atau seluruh faktor-faktor berikut: 

a. jenis sumber air; 

b. lokasi sumber air; 

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfatkan; 

e. kualitas air; dan 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air. 

 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh 

persen). Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Air Tanah yang terutang 

dipungut di wilayah daerah tempat air diambil. 
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3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

 PBB-P2 merupakan pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau 

pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2011. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan  yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek 

pajak yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan 

pemerintahaan, digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum, digunakan 

untuk kuburan, peninggalan purbakala, cagar budaya, Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat, digunakan oleh 

badan atau perwakilan lembaga internasional yang diterapkan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. Besarnya NJOPTKP sebesar Rp. 15.000.000.000,- untuk 

setiap Wajib Pajak. Yang menjadi Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau 

badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh 

manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tarif pajak 0,01% untuk NJOP tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp. 

200.000.000,- 

b. Tarif pajak 0,1% untuk NJOP tanah dan/atau bangunan Rp. 200.000.000, 

sampai dengan kurang dari Rp. 2.000.000.000,- 

c. Tarif pajak 0,2% untuk NJOP tanah dan/atau Bangunan Rp. 

2.000.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- 
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d. Tarif pajak 0,3% untuk NJOP tanah dan/atau bangunan Rp. 

10.000.000.000,- atau lebih. 

 Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 

1 (satu) tahun. Jangka waktu PBB-P2 adalah 1 (satu) tahun takwim. 

4. Pajak Hiburan 

 Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan 

dipungut bayaran. Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.  

Menurut Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan, Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 

hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

a. tontonan film; 

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan; 

d. pameran; 

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 

g. permainan bilyard dan bowling; 

h. pacuan kuda dan pacuan kendaraan bemotor; 

i. permainan ketangkasan; 

j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); 

k. pertandingan olahraga; 
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 Dalam hal ini dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran. Dasar pengenaan Pajak 

Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 

penyelenggara hiburan. 

 Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tarif pajak sebesar 0% (nol persen) untuk pagelaran kesenian musik, tari 

dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional, kontes kecantian yang 

berkelas lokal/tradisional, pameran yang bersifat non komersial, sirkus, 

akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, serta pertandingan 

olahraga yang berkelas lokal/tradisional. 

b. Tarif pajak sebesar 5% (lima persen) untuk pagelaran kesenian musik, tari 

dan/atau busana yang berkelas nasional, untuk kontes kecantikan yang 

berkelas nasional, pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional, serta 

pertandingan olahraga yang berkelas nasional. 

c. Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pemeran yang bersifat 

komersial, sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan 

internasional, permainan bilyard, bowling, permainan ketangkasan 

refleksi, petunjukan bioskop/film dan Pusat Kebugaran/Fitness Center. 

d. Tarif pajak sebesar 15% (lima belas persen) untuk permainan golf (green 

fee), pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas 

internasional, kontes kecantikan yang berkelas intenasional, pacuan kuda 

yang berkelas nasional dan tradisional, pacuan kendaraan bermotor, dan 

pertandingan olahraga berkelas internasional . 
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e. Tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk diskotik, karaoke, 

klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan Disc Jockey 

(DJ) dan sejenisnya. 

f. Tarif pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk panti pijat, mandi 

uap, dan spa. 

 Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 

(satu) bulan takwim. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan tarif tersebut diatas dengan dasar pengenaan pajak. 

Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran harga tanda masuk 

tempat hiburan. 

5. Pajak Hotel 

 Pajak Hotel dipungut atas pelayanaan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, 

internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis 

lainnya yang disediakan atau dikelola hotel sebagai kelengkapan hotel  yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga 

dan hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel. 

Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah: 

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat 

atau Pemerintah Daerah; 

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

sosial, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 
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d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

 Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Masa 

Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 

takwim. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran 

pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 10% 

(sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 

hotel. 

6. Pajak Parkir 

 Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan 

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan 

bermotor. Yang tidak termasuk objek Pajak Parkir, yakni: 

a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah; 

b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan 

untuk karyawannya sendiri; 

c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

negara dengan asas timbal balik; 

d. penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai 

dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas 

sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua); 
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e. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha 

memperdagangkan kendaraan bermotor. 

 Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

parkir kendaraan bermotor. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama 

dengan 1 (satu) bulan takwim. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua 

puluh persen). Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan 20% (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan 

harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.  

7. Pajak Restoran 

 Pajak Restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan 

dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat 

pelayanan maupun di tempat lain. Yang tidak termasuk objek Pajak Restoran 

yakni pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolanya 

satu manajemen dengan hotel dan pelayaanan yang disediakan oleh restoran 

yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah) per tahun. Yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah orang 

pribadi atau badan yang membeli makan dan/atau minuman dari restoran. Masa 

Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan 

takwim. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran 

pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 10% 
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(sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya 

diterima restoran. 

8. Pajak Reklame 

 Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya 

dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, 

orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 

dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

reklame yang meliputi: 

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

b. reklame kain; 

c. reklame melekat, sticker; 

d. reklame selebaran; 

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. reklame udara; 

g. reklame apung; 

h. reklame suara; 

i. reklame film/slide; dan 

j. reklame peragaan. 

 Sedangkan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 

a. relame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 
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b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

c. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang 

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 

d. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan 

tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 

mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya, tidak 

melebihi 1    (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas) 

meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu); 

e. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah 

dan tempat panti asuhan; 

f. penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai pemilikan dan/atau 

peruntukan tanah, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 1    (satu 

meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame 

produk; 

g. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, 

perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan 

khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi 

badan-badan dimaksud. 

 Yang menjadi subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan 

yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggaraakan sendiri 

secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah 
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orang pribadi atau badan tersebut, sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan 

melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 

 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) yang 

diatur sebagai berikut: 

a. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan 

berdasarkan Nilai kontrak reklame. 

b. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan 

memperhatikan faktor-faktor: 

1. jenis; 

2. bahan yang digunakan; 

3. lokasi penempatan; 

4. waktu; 

5. jangka waktu penyelenggaraan; 

6. jumlah, dan; 

7. ukuran media reklame. 

c. Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak diketahui dan / 

atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-

faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

 Lokasi penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan 

yang dirinci sebagai berikut: 

a. Protokol A; 

b. Protokol B; 

c. Protokol C; 
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d. Ekonomi Kelas I; 

e. Ekonomi Kelas II; 

f. Ekonomi Kelas III; 

g. Lingkungan. 

 Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR. NSR 

diatur sebagai berikut: 

a. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan 

berdasarkan Nilai kontrak reklame. 

b. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan 

memperhatikan faktor-faktor: 

1. jenis; 

2. bahan yang digunakan; 

3. lokasi penempatan; 

4. waktu; 

5. jangka waktu penyelenggaraan; 

6. jumlah, dan; 

7. ukuran media reklame. 

c. dalam hal NSR tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR 

ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud 

pada huruf b. 

 Jenis yang dimaksud pada huruf b nomor 1 adalah jenis reklame yang 

tersebut diatas. Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 
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3, adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai 

berikut: 

a. Protokol A; 

b. Protokol B; 

c. Protokol C; 

d. Ekonomi Kelas I; 

e. Ekonomi Kelas II; 

f. Ekonomi Kelas III; 

g. Lingkungan. 

 Waktu adalah waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan detik. 

Jangka waktu adalah jangka waktu penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan 

detik. Jumlah adalah banyaknya kuantitas reklame yang terpasang dalam satuan 

lembar, sedangkan yang dimaksud ukuran media reklame adalah ukuran dalam 

satuan luas/   atau     media reklame yang terpasang. Lokasi penempatan 

Reklame menurut kelas jalan dihitung berdasarkan satuan Rupiah. Cara 

perhitungan NSR ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Hasil perhitungan 

NSR ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

 Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima 

persen). Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran 

pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Reklame yang terutang dipungut di daerah 

tempat reklame tersebut diselenggarakan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

 Dalam melaksanakan PKL di UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan 

yang menangani pemungutan dan kepengurusan Pajak Daerah, praktikan 

mendapatkan penempatan kerja di seluruh Satuan Pelaksana. UPPRD Kecamatan 

Mampang Prapatan dipimpin oleh Bapak Muhammad Purika Hidayat. Selama 

praktikan melakukan kegiatan PKL ini, praktikan mendapatkan arahan dari Bapak 

Afrizon yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Oleh beliau 

praktikan diarahkan untuk memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing 

Satuan Pelaksana karena  praktikan nantinya akan ditempatkan di semua Satuan 

Pelaksana sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Selain itu, praktikan mendapat 

pengarahan dari beberapa pegawai lainnya yang lebih spesifik mengenai bidang 

kerja dari masing-masing Satuan Pelaksana yang ada di lingkungan UPPRD 

Kecamatan Mampang Prapatan. Setiap bidang kerja yang praktikan lakukan 

selama PKL lalu dibuat Daftar Log Harian (Daftar Log Harian dapat dilihat di 

Lampiran 5). 

 Adapun bidang pekerjaan yang dilakukan selama praktikan melaksanakan 

kegiatan PKL, antara lain: 

1. Sub Bagian Tata Usaha: 

a. Membuat disposisi berkas permohonan balik nama PBB-P2 

b. Melakukan rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran Pajak Reklame 
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2. Satuan Pelaksana Pelayanan 

a. Melakukan input data pelayanan permohonan pecah data PBB-P2 dengan 

Aplikasi SIM PBB. 

b. Melakukan input data pelayanan permohonan perpanjangan Pajak 

Reklame dengan Aplikasi SIM Reklame. 

3. Satuan Pelaksana Penagihan 

a. Melakukan rekapitulasi setoran masa Pajak Restoran dengan Aplikasi 

SP2D 

b. Melakukan input data permohonan pengurangan PBB-P2 dengan aplikasi 

SIM PBB 

4. Satuan Pelaksana Pendataan 

a. Membuat Tour Map untuk cek lapangan dengan aplikasi SIG PBB 

b. Melakukan update dan verifikasi berkas validasi BPHTB dengan 

Aplikasi SIM BPHTB 

B. Pelaksanaan Kerja 

 Dalam pelaksanaan kegiatan PKL di UPPRD Kecamatan Mampang 

Prapatan, praktikan harus memiliki sikap disiplin, ketelitian, ketekunan, tanggung 

jawab dan ketepatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar memperoleh 

hasil kerja yang memuaskan. Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD 

Kecamatan Mampang Prapatan pada tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan 13 

September 2017. Praktikan mengerjakan seluruh pekerjaan yang diberikan di 

UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan dengan menggunakan sistem 

komputerisasi maupun manual. 
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 Untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan 

PBB-P2, menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan 

Bangunan (SIM PBB). Untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan 

pengurusan BPHTB menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB 

(SIM BPHTB). Untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan 

pengurusan Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Parkir serta Pajak Restoran 

menggunakan aplikasi Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D). Untuk 

melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pengurusan Pajak Reklame 

menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Reklame (SIM Reklame) dan 

untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pendataan PBB-P2 

berdasarkan letak Objek Pajak dan Zona Nilai Tanah (ZNT) menggunakan 

aplikasi Sistem Informasi Geografis PBB (SIG PBB). 

 Dalam menjalankan suatu pekerjaan yang ditugaskan, praktikan terlebih 

dahulu diberikan arahan dari tiap-tiap pegawai yang berkompeten dalam bidang 

kerja tersebut. Setelah itu praktikan diajarkan mengenai langkah-langkah yang 

dilakukan dalam memproses suatu permohonan yang diajukan  Wajib Pajak 

mengenai persyaratan yang sudah sesuai atau belum. Setelah itu praktikan 

diberikan pelatihan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang proses 

pengerjaan seiring dengan tugas yang diberikan. 

 Berikut ini merupakan tugas-tugas yang dilakukan oleh praktikan selama 

melaksanakan kegiatan PKL di UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan beserta 

penjelasannya: 
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1. Membuat Disposisi Berkas Permohonan Balik Nama PBB-P2 

 Pekerjaan ini dilakukan praktikan apabila ada wajib pajak yang melakukan 

permohonan balik nama PBB-P2 sebagai proses tindak lanjut administrasi setelah 

dokumen persyaratan telah dilengkapi. Dengan adanya lembar disposisi, maka 

alur persuratan menjadi terkendali dan sebagai monitor dalam mekanisme 

persuratan. Adapun dokumen persyaratan yang harus dilengkapi Wajib Pajak 

dalam mengajukan permohonan balik nama PBB-P2 yakni: 

1) Surat Pernyataan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan. 

2) Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa. 

3) Surat Kuasa dari Wajib Pajak (Apabila dikuasakan). 

4) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). (SPOP dapat dilihat di Lampiran 8) 

5) Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). (LSPOP dapat dilihat 

di Lampiran 9) 

6) SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan. 

7) Fotokopi SPPT/STTS. 

8) Fotokopi Sertifikat Tanah 

 Setelah dokumen persyaratan dilengkapi maka Satuan Pelaksana 

Pelayanan melakukan input data Pelayanan Permohonan Balik Nama PBB-P2 

pada aplikasi SIM PBB. Pada Sub Bagian Tata Usaha yang memiliki bidang kerja 

dalam mengelola surat masuk dan surat keluar, maka setelah dilakukan input data 

dilakukan pada Satuan Pelaksana Pelayanan tahapan selanjutnya yakni diproses 

lebih lanjut ke Sub Bagian Tata Usaha dan semua berkas permohonan tersebut 

dikumpulkan dalam satu map berwarna merah. Setelah itu pada bagian depan map 



40 
 

 
 

berkas tersebut dibubuhkan lembar disposisi yang terdiri dari dua lembar. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam pengisian lembar disposisi yakni: 

1) Mengisi tanggal surat sesuai pada tanggal masuk berkas permohonan 

pelayanan balik nama PBB-P2 

2) Selanjutnya mengisi Perihal/Isi Ringkasan yakni berisi informasi 

mengenai jenis permohonan yang diajukan Wajib Pajak 

3) Kemudian mengisi tanggal surat dan nomor surat sesuai hasil input data 

yang dilakukan di Satuan Pelaksana Pelayanan 

4) Selanjutnya mengisi Asal, yakni berisi mengenai asal berkas tersebut 

sebelum di proses di Sub Bagian Tata Usaha 

5) Setelah lembar disposisi yang terdiri dari dua lembar tadi diisi kemudian 

lembar pertama ditempel pada bagian depan map berkas permohonan yang 

diajukan Wajib Pajak dan selanjutnya di proses ke Kepala UPPRD untuk 

mendapatkan instruksi/informasi lebih lanjut mengenai proses pelayanan 

permohonan balik nama PBB-P2. Sedangkan lembar kedua untuk arsip 

UPPRD. (Contoh Lembar Disposisi dapat dilihat di Lampiran 7) 

 Apabila ada catatan dari Kepala UPPRD yang berisi instruksi untuk 

dilakukan cek lapangan mengenai kebenaran dokumen pada berkas tersebut, maka 

berkas tersebut dikirim ke Satuan Pelaksana Pendataan untuk dilakukan cek 

lapangan. Apabila Kepala UPPRD langsung menyetujui permohonan tersebut, 

maka berkas tersebut dikirim ke Satuan Pelaksana Pelayanan untuk diproses lebih 

lanjut oleh Operating Computer (OC) dan dilakukan perubahan data sesuai 

permohonan tersebut dan nama serta alamat objek pajak berubah sesuai 
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permohonan tersebut pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 

tahun pajak berikutnya. 

2. Melakukan Rekapitulasi Berkas Permohonan Pendaftaran Pajak 

Reklame 

 Pekerjaan ini praktikan lakukan sebagai prosedur tindak lanjut 

administrasi ketika Wajib Pajak mengajukan permohonan pendaftaran Pajak 

Reklame. Rekapitulasi berkas dilakukan bertujuan untuk menghindari kesalahan 

dalam proses alur berkas dan memudahkan dalam pencarian berkas yang sudah di 

proses atau belum. Tahapan awalnya yakni Pemohon (Wajib Pajak Reklame) 

melengkapi dokumen persyaratan permohonan permohonan pendaftaran Pajak 

Reklame yang terdiri dari: 

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Reklame. (SPOPD 

Reklame dapat dilihat di Lampiran 11) 

2) Surat Pernyataan Reklame (Contoh Surat Pernyataan Reklame dapat dilihat di 

Lampiran 12). 

3) Foto Reklame 

4) KTP Pemohon 

5) Surat Izin Pemilik Gedung (apabila sewa gedung). 

6) Legal Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan 

Domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) (apabila perusahaan) 

7) Fotokopi KTP (apabila pribadi) 
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8) Izin Tata Letak Bangunan (TLB) dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (apabila reklame ≥ 6  ) 

9) Izin Prinsip (IP) dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) (apabila reklame ≥ 24  ) 

 Setelah semua dokumen kelengkapan persyaratan diperiksa oleh petugas 

Satuan Pelaksana Pelayanan dan dilakukan input data, kemudian semua berkas 

dikumpulkan dalam satu map berwarna kuning. Tahapan selanjutnya yakni 

diproses lebih lanjut ke Kepala UPPRD untuk diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD). Apabila perlu dilakukan cek lapangan maka Kepala UPPRD 

menberikan catatan pada berkas tersebut yang berisi instruksi untuk dilakuan cek 

lapangan ke Satuan Pelaksana Pendataan. Apabila tidak perlu dilakukan cek 

lapangan maka berkas permohonan tersebut dikirim ke Sub Bagian Tata Usaha 

untuk dilakukan rekapitulasi mengenai berkas permohonan yang masuk secara 

manual. Adapun langkah-langkah dalam melakukan rekapitulasi berkas 

permohonan pendaftaran Pajak Reklame adalah sebagai berikut: 

a. Membuat kolom yang terdiri dari tujuh kolom pada buku Rekapitulasi 

Berkas Permohonan Pajak Reklame. 

b. Lalu di bagian atas masing-masing kolom tersebut bertuliskan Nomor 

SKPD, Teks Reklame, Terhitung Mulai Terpasang Reklame (TMT 

Reklame) yakni waktu pada saat reklame mulai terpasang, alamat letak 

reklame, jenis reklame, status reklame, dan tanda tangan petugas yakni 

petugas pelayanan yang menerima berkas tersebut setelah dilakukan 

rekapitulasi pada Sub Bagian Tata Usaha. 
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c. Setelah itu, maka masing-masing kolom tersebut diisi Nomor SKPD, Teks 

Reklame, TMT Reklame, alamat letak reklame, jenis reklame serta status 

reklame sesuai dengan berkas yang diterima dari Kepala UPPRD. 

d. Kemudian berkas permohonan yang sudah direkapitulasi lalu dikirim ke 

Satuan Pelaksana Pelayanan dan yang menerima berkas tersebut 

membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan petugas pada buku 

rekapitulasi berkas permohonan Pajak Reklame. 

 Setelah itu, Petugas pada Satuan Pelaksana Pelayanan menghubungi 

pemohon (Wajib Pajak Reklame) untuk mengambil SKPD yang telah terbit dan 

melakukan pelunasan Pajak Reklame sesuai besaran yang tertera pada SKPD di 

tempat yang melayani pembayaran Pajak Daerah yang telah ditunjuk BPRD. 

3. Melakukan Input Data Pelayanan Permohonan Pecah Data PBB-P2 

dengan Aplikasi SIM PBB 

 Praktikan melakukan pekerjaan ini apabila ada Wajib Pajak yang 

melakukan permohonan pecah data PBB-P2. Input data ini dilakukan bertujuan 

untuk menjalankan prosedur perekaman data permohonan agar tercatat ke dalam 

sistem dan juga sebagai arsip dalam sistem. Sebagai gerbang utama UPPRD 

Kecamatan Mampang Prapatan, Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan pihak 

yang langsung bertatap muka dengan Wajib Pajak. Dalam permohonan pecah data 

PBB-P2 terdapat dokumen yang harus dilengkapi Wajib Pajak. Adapun dokumen 

persyaratan tersebut, yakni: 

1) Surat Permohonan PBB-P2 (Contoh Surat Permohonan PBB-P2 dapat dilihat 

di Lampiran 14 
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2) SPOP PBB-P2 

3) LSPOP PBB-P2 

4) Surat Pernyataan PBB-P2 (Contoh Surat Pernyataan PBB-P2 dapat dilihat di 

Lampiran 10) 

 Setelah semua dokumen persyaratan sudah lengkap, langkah selanjutnya 

yakni melakukan pemeriksaan mengenai pembayaran PBB-P2 wajib pajak. 

Apabila ada tunggakan maka harus dilunasi terlebih dahulu agar permohonan bisa 

diproses lebih lanjut. Apabila pembayaran PBB-P2 telah lunas, tahapan 

berikutnya yakni menyertakan Sertifikat Tanah yang sudah dipecah sesuai 

permohonan wajib pajak. Apabila sertifikat belum dipecah, dapat menyertakan 

Akta Jual-Beli (AJB) yang sudah dipecah. Apabila AJB belum juga dipecah, 

maka wajib pajak dapat menyertakan Surat keterangan dari Kelurahan dan 

Kecamatan mengenai Peralihan Hak. 

 Setelah semua persyaratan pendukung dipenuhi, berikutnya Satuan 

Pelaksana Pelayanan melakukan input data pada aplikasi SIMPBB. Adapun 

langkah-langkah dalam proses input data permohonan pecah PBB-P2, yakni: 

a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIM-PBB dengan memasukkan 

username dan password. (Tampilan Aplikasi SIM PBB dapat dilihat di 

Lampiran 13) 

b. Setelah log-in, pilih menu pelayanan, lalu input permohonan 

c. Setelah itu muncul form Input Permohonan Pelayanan, masukan status 

kolektif (ketik 0 untuk status kolektif individu), lalu tekan enter. Kemudian 

masukkan jenis pelayanan (ketik 02 untuk pelayanan mutasi objek/subjek). 
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d. Setelah itu masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) lalu tekan enter, apabila 

NOP terdaftar maka otomatis akan muncul keterangan mengenai nama wajib 

pajak, dan letak objek pajak. Selanjutnya masukkan tahun pajak dan 

keterangan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak. 

e. Setelah semua form selesai diisi, langkah terakhir yakni klik hingga muncul 

tanda checklist (√) pada jenis-jenis dokumen yang dilampirkan. Lalu 

masukkan catatan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak. 

Kemudian klik “Simpan”. 

 Setelah dilakukan input data di pelayanan, selanjutnya membuat tanda 

terima kepada Wajib Pajak yang melakukan permohonan. Setelah semua 

dokumen persyaratan yang dibutuhkan sudah dilengkapi, kemudian 

dikumpulkan menjadi satu dan dimasukkan dalam map untuk diserahkan ke 

Sub Bagian Tata Usaha sebagai proses tindak lanjut. 

4. Melakukan Input Data Pelayanan Permohonan Perpanjangan Pajak 

Reklame dengan Aplikasi SIM Reklame 

 Praktikan melakukan pekerjaan ini pada saat Wajib Pajak datang untuk 

mengajukan permohonan perpanjangan pajak reklame. Input data ini dilakukan 

bertujuan untuk menjalankan prosedur perekaman data permohonan agar tercatat 

ke dalam sistem dan juga sebagai arsip dalam sistem. Untuk mengajukan 

permohonan perpanjangan pajak reklame, Wajib Pajak perlu membawa dokumen 

persyaratan yang harus dilengkapi, antara lain: 

1) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SPOPD) Reklame. 

2) Surat Pernyataan Reklame. 
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3) Foto Reklame. 

4) KTP Pemohon 

5) Surat Izin Pemilik Gedung (apabila sewa gedung). 

6) Legal Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Keterangan 

Domisili, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) (apabila perusahaan) 

7) Fotokopi KTP (apabila pribadi) 

8) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun lalu. (Contoh SKPD dapat 

dilihat di Lampiran 16) 

 Langkah selanjutnya yang dilakukan di Satuan Pelaksana Pelayanan 

adalah melakukan input data pada sistem dengan menggunakan aplikasi SIM 

Reklame. Adapun langkah-langkah pada proses input data mengenai permohonan 

perpanjangan Pajak Reklame adalah sebagai berikut: 

a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIM Reklame dengan memasukkan 

username dan password. (Tampilan Aplikasi SIM Reklame dapat dilihat di 

Lampiran 15) 

b. Setelah masuk pada aplikasi SIM Reklame, pilih menu Pendaftaran 

Perpanjangan. 

c. Setelah itu masukkan Nomor SKPD tahun sebelumnya lalu klik cari 

d. Setelah muncul hasil pencarian maka sesuaikan dengan SKPD tahun 

sebelumnya mengenai informasi reklame yang akan dilakukan perpanjangan 

untuk menghindari kekeliruan input data. 
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e. Setelah hasil pencarian sesuai dengan SKPD tahun sebelumnya, maka pilih 

menu perpanjangan SKPD yang terletak disebelah kanan daftar hasil 

pencarian tadi.  

f. Setelah itu maka akan muncul form yang berisi sesuai dengan SKPD tahun 

lalu yang otomatis telah terisi sesuai data pemohon (Wajib Pajak Reklame). 

Apabila ada perubahan maka ubah sesuai informasi yang tertera pada isi 

berkas permohonan tersebut. 

g. Setelah semua kolom telah terisi dengan benar sesuai SKPD tahun 

sebelumnya dan data dalam berkas permohonan lalu klik simpan, kemudian 

apabila tidak ada kesalahan pada pengisian form tadi maka akan muncul 

tulisan “Ubah Pendaftaran Sukses”  

h. Setelah itu maka langkah selanjutnya yakni mencetak form pendaftaran 

perpanjangan   yang telah diinput tadi dengan cara memilih menu cetak 

pendaftaran. Setelah lembar Tanda Pendaftaran Perpanjangan Pajak Reklame 

tercetak, lalu dibubuhkan tanda tangan Staf yang melayani permohonan 

Wajib Pajak dan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan. Kemudian setelah itu 

lembar Tanda Bukti Pendaftaran Perpanjangan Pajak Reklame dikumpulkan 

menjadi satu dalam satu map berwarna kuning dengan dokumen yang sudah 

dilengkapi Wajib Pajak dan dikirim ke Sub Bagian Tata Usaha untuk diproses 

lebih lanjut. (Contoh Tanda Bukti Pendaftaran Perpanjangan Pajak Reklame 

dapat dilihat di Lampiran 17) 
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5. Melakukan Rekapitulasi Setoran Masa Pajak Restoran dengan Aplikasi 

SP2D 

 Praktikan melakukan pekerjaan ini pada saat Wajib Pajak melaporkan 

Pajak Restoran yang dibayar setiap bulannya. Rekapitulasi ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui penerimaan Pajak Restoran yang dikelola oleh UPPRD 

Kecamatan Mampang Prapatan dan memantau Wajib Pajak Restoran mengenai 

pelunasan Pajak Restoran yang dibayar setiap bulannya. Karena Pajak Restoran 

termasuk kedalam sistem pemungutan pajak Self Assessment, yakni sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung sendiri besaran pajak yang terutang maka Wajib Pajak Restoran 

melakukan pelaporan mengenai omzet/penghasilan restoran yang menjadi dasar 

pengenaan pajak.  Wajib Pajak melaporkan penghasilan restoran yang menjadi 

dasar pengenaan pajak dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD) Pajak Restoran yang diberikan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan 

(Contoh SPTPD Pajak Restoran dapat dilihat di Lampiran 19). SPTPD Pajak 

Restoran terdiri dari dua lembar, yakni lembar pertama untuk UPPRD sebagai 

arsip dan lembar kedua untuk Wajib Pajak sebagai tanda setoran Pajak Restoran 

yang telah ditunjuk sebagai tempat pelayanan pembayaran Pajak Restoran. 

Setelah formulir SPTPD Pajak Restoran terisi, maka lembar kedua dibawa Wajib 

Pajak sebagai bukti telah melaporkan Pajak Restoran dan melunasi Pajak 

Restoran. Setelah Wajib Pajak melunasi Pajak Restoran, maka Wajib Pajak datang 

kembali ke UPPRD untuk melaporkan bahwa sudah melunasi Pajak Restoran 

dengan membawa tanda bukti pembayaran Pajak Restoran yang didapat dari 
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tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk UPPRD sebagai tempat yang 

melayani pembayaran Pajak Restoran. Setelah bukti pembayaran Pajak Restoran 

diserahkan ke Satuan Pelaksana Pelayanan, lalu berkas SPTPD beserta lembar 

bukti pembayarannya diserahkan ke Satuan Pelaksana Penagihan untuk dilakukan 

input dengan menggunakan aplikasi SP2D. Adapun langkah-langkah dalam input 

SPTPD Pajak Restoran adalah sebagai berikut: 

a. Buka aplikasi SP2D lalu Log-in dan masukkan password. (Tampilan 

Aplikasi SP2D dapat dilihat di Lampiran 18) 

b. Setelah masuk, lalu pilih menu Penagihan. 

c. Setelah itu akan muncul tiga pilihan menu, lalu pilih SPTPD 

d. Kemudian akan muncul form lalu tentukan masa pajak sesuai dengan 

yang tercantum pada formulir SPTPD. 

e. Setelah menentukan masa pajak, lalu lakukan pencarian dengan kata 

kunci pencarian sesuai dengan Nama Objek/Usaha lalu klik cari. 

f. Setelah muncul Nama Objek/Usaha sesuai dengan yang akan dilakukan 

input SPTPD, maka klik pada bagian nama tersebut. 

g. Selanjutnya akan muncul Periode dan tanggal lalu isi sesuai dengan data 

yang tertulis dalam SPTPD tadi. 

h. Settelah semuanya diisi, maka selanjutnya akan muncul rincian yang 

berisi keterangan mengenai Objek/Usaha tersebut, lalu isilah omzet dari 

Objek/Usaha sesuai dengan yang tertulis pada formulir SPTPD dengan 

mengklik pada rincian tersebut. 

i. Setelah omzet Objek/Usaha tersebut diisi maka klik Simpan.  
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 Hasil dari pekerjaan ini adalah berupa Rekapitulasi Setoran Masa yang 

dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran agar Pajak Restoran yang dilaporkan 

tersusun dengan rapi dalam sistem dan dapat digunakan untuk mengetahui 

penerimaan Pajak Restoran yang dikelola oleh UPPRD Kecamatan Mampang 

Prapatan dan memantau Wajib Pajak Restoran mengenai pelunasan Pajak 

Restoran yang dibayar setiap bulannya. 

6. Melakukan Input Data Permohonan Pengurangan PBB-P2 dengan 

Aplikasi SIM PBB 

 Pekerjaan ini dilakukan praktikan ketika ada Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2. Input data ini bertujuan untuk 

proses perekaman data mengenai pengurangan denda PBB-P2 agar tercatat ke 

dalam sistem. Setelah melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan lalu 

diproses di Pelayanan. Setelah semua dokumen dilengkapi, maka selanjutnya 

Satuan Pelaksana Penagihan melakukan input data permohonan pengurangan 

PBB-P2 tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam input data permohonan 

pengurangan PBB-P2  adalah sebagai berikut: 

a. Log-in terlebih dahulu pada aplikasi SIM-PBB dengan memasukkan 

username dan password. 

b. Setelah masuk pada aplikasi SIM-PBB maka pilih menu Pelayanan lalu Pilih 

menu Pengurangan 

c. Setelah diklik pada menu Pengurangan, maka akan muncul beberapa pilihan, 

lalu pilih menu Penelitian Persyaratan Pengurangan 
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d. Setelah di klik menu Penelitian Persyaratan Pengurangan, maka akan muncul 

Formulir Penelitian Administrasi Persyaratan Permohonan Pengurangan. Lalu 

diisi sesuai dengan persyaratan dokumen yang telah dilengkapi Wajib Pajak 

e. Setelah semua kolom diisi, selanjutnya klik Simpan dan setelah tersimpan 

lalu klik Keluar 

 Setelah itu berkas diserahkan ke Satuan Pelaksana Pendataan untuk 

dilakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

pengurangan. Setelah dilakukan penelitian maka berkas dikembalikan lagi ke 

Satuan Pelaksana Penagihan untuk diinput data mengenai Berita Acara Hasil 

Penelitian yang dilakukan oleh Petugas Satuan Pelaksana Pendataan. Langkah-

langkah dalam input data Berita Acara Penelitian yakni: 

a. Log-in kembali pada aplikasi SIM-PBB dengan memasukkan username 

dan password. 

b. Setelah masuk pada aplikasi SIM-PBB maka pilih menu Pelayanan lalu 

Pilih menu Pengurangan 

c. Setelah mengklik pada menu Pengurangan, maka akan muncul beberapa 

pilihan, lalu pilih menu Berita Acara Penelitian Pengurangan 

d. Setelah itu maka akan muncul form yang harus diisi, lalu isilah sesuai 

berkas Berita Acara Penelitian Pengurangan yang dilakukan oleh Petugas 

Satuan Pelaksana Pendataan 

e. Setelah semua form terisi dengan benar sesuai berkas Berita Acara 

Penelitian Pengurangan, lalu klik Simpan 
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 Langkah terakhir yakni melihat keseluruhan laporan hasil penelitian 

pengurangan pada aplikasi SIM PBB,dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Log-in kembali pada aplikasi SIM-PBB dengan memasukkan username 

dan password. 

b. Setelah masuk pada aplikasi SIM-PBB maka pilih menu Pelayanan lalu 

Pilih menu Pengurangan 

c. Setelah diklik pada menu Pengurangan, maka akan muncul beberapa 

pilihan, lalu pilih menu Laporan Hasil Penelitian Pengurangan 

d. Setelah muncul menu Laporan Hasil Penelitian Pengurangan, maka isilah 

form tersebut yang meliputi Nomor Pelayanan, Nomor Objek Pajak serta 

Tahun Pajak sesuai dengan berkas pengurangan yang diajukan Wajib 

Pajak. 

e. Setelah itu maka akan muncul parameter yang berisi penetapan besaran 

peresentase pengurangan PBB-P2 yang dikabulkan oleh UPPRD setelah 

dilakukan penelitian  

f. Setelah semua sudah terisi dengan benar lalu langkah terakhir yakni 

mencetak Surat Keputusan (SK) mengenai dikabulkan atau tidaknya 

permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dengan 

memilih menu cetak SK yang terletak pada bagian kanan jendela pada 

menu Laporan Hasil Penelitian Pengurangan. 

 Setelah SK mengenai Permohonan Pengurangan yang diajukan Wajib 

Pajak terbit, maka Petugas Satuan Pelaksana Penagihan akan menghubungi Wajib 
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Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan tersebut  untuk mengambil SK 

dan melihat besaran persentase yang dikabulkan oleh UPPRD. 

7. Membuat Tour Map untuk Cek Lapangan dengan Aplikasi SIG PBB 

 Praktikan melakukan pekerjaan ini apabila ingin melakukan cek lapangan 

dalam suatu permohonan mengenai PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

Pembuatan Tour Map ini memiliki kegunaan sebagai informasi yang dapat 

memudahkan untuk pencarian letak objek pajak yang akan dilakukan cek 

lapangan. Adapun langkah-langkah dalam membuat Tour Map dengan 

menggunakan aplikasi SIG PBB adalah sebagai berikut: 

a. Log-in telebih dahulu pada aplikasi SIG PBB dengan memasukkan nama, 

password, dan TNS. (Tampilan Aplikasi SIG PBB dapat dilihat di Lampiran 

20) 

b. Setelah itu muncul Peta Wilayah Kerja Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 

(sekarang BPRD) yang berisi Peta Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta 

c. Setelah itu klik pada Peta Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan 

d. Setelah Peta Kota Administrasi Jakarta Selatan di klik, maka akan muncul 

Peta Jakarta Selatan yang berisi Kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah 

Kota Administrasi Jakarta Selatan 

e. Selanjutnya yakni klik pada Kecamatan Mampang Prapatan 

f. Setelah di klik pada Peta Kecamatan Mampang Prapatan, maka akan muncul 

Peta Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Mampang 

Prapatan 
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g. Kemudian setelah di klik Peta Kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan 

Mampang Prapatan sesuai dengan informasi yang di dapat dari persyaratan 

dokumen yang dilengkapi Wajib Pajak dalam suatu permohonan mengenai 

PBB-P2, maka lakukan pencarian dengan men klik  menu simbol “teropong”  

yang terletak di sebelah kanan atas. Pencarian dapat dilakukan dengan 

menggunakan Nomor Objek Pajak (NOP) maupun dengan Nama Objek Pajak 

yang akan dilakukan cek lapangan tersebut. 

h. Setelah muncul peta mengenai objek pajak yang dilakukan, maka akan 

muncul informasi mengenai objek pajak tersebut. Atur perbesaran peta 

dengan menggunakan menu simbol “Lup” yang bertanda +/- yang terletak di 

sebelah kanan atas(atur sesuai objek pajak yang akan dilakukan cek lapangan) 

i. Setelah Peta diatur sesuai objek pajak yang akan dilakukan cek lapangan, 

kemudian Print Screen Peta tersebut dengan menekan tombol Print Screen 

pada Keyboard 

 Setelah semua langkah diatas selesai, selanjutnya membuat lembar Tour 

Map pada Microsoft Word yang berisi informasi mengenai:  

a. Peta Objek Pajak yang akan dilakukan Cek Lapangan sesuai hasil Print 

Screen 

b. Jenis pelayanan, yakni berisi permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak 

mengenai PBB-P2 

c. Data Awal, yakni berisi data Wajib Pajak sebelum dilakukan perubahan 

sesuai permohonan yang diajukan Wajib Pajak 
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d. Data Akhir, yakni berisi data Wajib Pajak sesudah dilakukan perubahan 

sesuai permohonan yang diajukan Wajib Pajak 

e. Ketetapan Tahun, yakni berisi Ketetapan Tahun Pajak setelah dilakukan 

perubahan data sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak 

f. Kode ZNT, yakni berisi Kode ZNT yang tertera pada informasi mengenai 

objek pajak pada saat pencarian menggunakan aplikasi SIG PBB 

g. Tanggal berkas, yakni berisi tanggal saat berkas masuk di Satuan Pelaksana 

Pelayanan 

h. Contact Person, berisi contact Wajib Pajak yang bisa dihubungi apabila ingin 

menginformasikan mengenai permohonan yang diajukan  

 Setelah semua selesai maka lembar Tour Map dicetak dan ditempel pada 

bagian depan map berkas sesuai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

tersebut untuk dilakukan cek lapangan. (Contoh Tour Map untuk Cek Lapangan 

dapat dilihat di Lampiran 21) 

 

8. Melakukan update dan verifikasi berkas validasi BPHTB dengan Aplikasi 

SIM BPHTB 

 Praktikan melakukan pekerjaan ini apabila Wajib Pajak mengajukan 

kepengurusan BPHTB dan untuk melakukan update dan verifikasi BPHTB yang 

dibayarkan Wajib Pajak sudah sesuai atau kurang bayar. Untuk melakukan 

verifikasi BPHTB, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang terlampir. Dokumen 

yang harus dilengkapi antara lain: 
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1) SSPD BPHTB yang telah dibayar (Contoh Formulir SSPD BPHTB dapat 

dilihat di Lampiran 23) 

2) Surat Permohonan BPHTB (Contoh Surat Permohonan BPHTB dapat 

dilihat di Lampiran 24) 

3) Fotokopi SPPT PBB-P2, KTP, Kartu Keluarga 

4) Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB-P2 

5) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

6) Surat kuasa bermaterai dan Fotokopi KTP Penerima Kuasa (apabila 

dikuasakan) 

7) Fotokopi bukti kepemilikan (Sertifikat Hak Milik/Hak Guna 

Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai/HMSRS, Akta Jual-Beli (AJB), SK 

BPN) 

8) Fotokopi Surat Bangunan (Izin Mendirikan Bangunan) 

b. Setelah semua dokumen dilengkapi, selanjutnya yakni masuk ke aplikasi SIM 

BPHTB dengan Log-in terlebih dahulu dengan memasukkan username dan 

password (Tampilan Aplikasi SIM BPHTB dapat dilihat di Lampiran 22) 

c. Setelah masuk ke aplikasi SIM BPHTB, lalu pilih menu pendaftaran, lalu 

masukkan nomor objek pajak dan mengisi data sesuai data Wajib Pajak dan 

Objek Pajak 

d. Setelah itu klik menu verifikasi lalu masukkan Nomor Objek Pajak, lalu klik 

verifikasi dan pastikan data sudah sesuai lalu klik hitung. 

e. Setelah itu akan muncul kertas kerja penelitian yang merupakan hasil 

perhitungan mengenai pembayaran yang disetorkan oleh Wajib Pajak lalu 
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klik simpan. Kemudian cetak kertas kerja penelitian tersebut dengan 

mengklik cetak verifikasi SSPD dengan memasukkan Nomor Objek Pajak 

PBB. 

 Pekerjaan ini menghasilkan output  yang nantinya akan digunakan untuk 

melakukan pemeriksaan mengenai BPHTB yang kurang bayar atau lebih bayar. 

(Hasil Update dan Verifikasi BPHTB dapat dilihat di Lampiran 25). Apabila 

BPHTB kurang bayar maka dari pihak UPPRD akan mengirim surat kepada 

Wajib Pajak mengenai kekurangan pembayaran yang ada. 

C. Kendala Yang Dihadapi 

 Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan tentu mengalami berbagai 

macam kendala – kendala yang terjadi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi 

oleh praktikan selama pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan praktikan mengenai Akuntansi dan Perpajakan khususnya  Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi mengenai Pajak dan Retribusi 

Daerah  Provinsi DKI Jakarta yang masih minim. 

2. Praktikan merasa kewalahan untuk melaksanakan penugasan di Satuan 

Pelaksana Pelayanan karena minimnya jumlah pegawai di Satuan Pelaksana 

Pelayanan dan minimnya pengetahuan praktikan mengenai prosedur 

pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Adanya ketidakpercayaan dari beberapa pegawai mengenai suatu penugasan 

kerja karena praktikan dianggap tidak menguasai bidang kerja tersebut. 
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4. Praktikan terkadang tidak fokus dalam menjalankan suatu pekerjaan karena 

praktikan diminta membantu pekerjaan pada Satuan Pelaksana lain yang tidak 

sesuai jadwal praktikan. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

 Dalam mengatasi berbagai macam kendala-kendala yang terjadi selama 

pelaksanaan PKL,  solusi yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan mempelajari dan memahami kembali mengenai akuntansi dan 

perpajakan khususnya pajak daerah serta regulasi mengenai pajak daerah 

Provinsi DKI Jakarta dengan cara membaca berbagai literatur baik dalam 

bentuk buku maupun internet. Selain itu, praktikan juga berdiskusi kepada 

orang-orang yang praktikan anggap memiliki kompetensi yang lebih baik 

dalam bidang tersebut. 

2. Praktikan mencoba berdiskusi dengan penyelia maupun pegawai-pegawai 

yang lain mengenai solusi dari kendala yang dihadapi praktikan dalam 

pelaksanaan PKL. 

3. Untuk mengatasi ketidak percayaan dari beberapa pegawai mengenai suatu 

penugasan kerja karena praktikan dianggap tidak menguasai bidang kerja 

tersebut maka praktikan membuktikan dengan memohon bimbingan dan 

arahan serta dukungan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam bidang kerja 

yang ditugaskan tersebut. 

4. Untuk menunjukkan profesionalisme kerja, maka praktikan harus 

memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan PKL ini. Praktikan mencoba 
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untuk fokus menjalankan berbagai macam pekerjaan dan menyelesaikan 

tugas lain yang diberikan 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

 PKL merupakan perwujudan aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan 

dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. Pelaksanaan PKL 

di berbagai Perusahaan atau Instansi Pemerintah akan sangat berguna bagi 

mahasiswa untuk menimba ilmu pengetahuan, menambah wawasan serta sebagai 

pengalaman belajar yang baru yang tidak didapatkan di dalam kampus. 

 Pelaksanaan PKL  memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

situasi dan kondisi yang dirasakan oleh mahasiswa dalam lingkungan kerja yang 

sesungguhnya sekaligus memberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-

ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa sehingga 

menimbulkan rasa tanggung jawab dan menjunjungtinggi kedisiplinan dan 

tanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan kepadanya. 

 Beberapa pelajaran yang praktikan peroleh selama melaksanakan PKL, 

yakni mengenai sikap disiplin kerja, bagaimana bersosialisasi dan berinteraksi 

dengan berbagai macam karakter seseorang dan berbagai tingkat usia, 

menjunjung tinggi profesionalisme kerja  dan tanggung jawab, serta memberikan 

pelayanan dengan setulus hati. Selama melaksanakan PKL di UPPRD 

Kecamatan Mampang Prapatan, praktikan dapat mengambil beberapa 

kesimpulan, yakni: 
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1. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam membuat disposisi 

berkas permohonan balik nama PBB-P2. 

2. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam melakukan 

rekapitulasi berkas permohonan pendaftaran Pajak Reklame. 

3. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam melakukan input 

data pelayanan permohonan pecah data PBB-P2 dengan menggunakan 

Aplikasi SIM PBB. 

4. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam melakukan input 

data pelayanan permohonan perpanjangan Pajak Reklame dengan 

menggunakan Aplikasi SIM Reklame. 

5. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam melakukan 

rekapitulasi setoran masa Pajak Restoran dengan Aplikasi SP2D. 

6. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam melakukan input 

data permohonan pengurangan PBB-P2 dengan menggunakan Aplikasi SIM 

PBB. 

7. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam membuat Tour Map 

untuk cek lapangan dengan menggunakan Aplikasi SIG PBB. 

8. Praktikan mengetahui proses yang harus dijalani dalam melakukan update 

dan verifikasi berkas validasi BPHTB dengan Aplikasi SIM BPHTB. 

B. Saran 

 Berikut ini adalah beberapa saran yang akan praktikan sampaikan untuk 

dapat diperhatikan mengenai pelaksanaan kegiatan PKL, yakni: 

1. Bagi Praktikan: 
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a. Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL, ada baiknya 

praktikan mengetahui mengenai profil perusahaan yang akan menjadi 

tempat PKL. Setelah itu praktikan mempelajari dan memahami 

mengenai latar belakang perusahaan atau instansi tersebut sehingga 

bidang kerja perusahaan atau instansi yang akan menjadi tempat PKL 

dapat diketahui bahkan dikuasai. 

b. Praktikan sebaiknya lebih sering bertanya kepada penyelia mengenai 

solusi apabila mengalami kendala dalam mengerjakan suatu 

penugasan dan pekerjaan yang diberikan. 

c. Praktikan harus memiliki persiapan diri lebih baik lagi dari berbagai 

aspek, baik dari segi akademik, non akademik, hard skill, maupun soft 

skill. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya memberikan arahan terlebih dahulu 

kepada mahasiswa  dan menentukan dosen pembimbing sebelum 

mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL agar selama pelaksanaan 

PKL, semua mahasiswa yang sedang menjalankan PKL dapat 

dipantau oleh para dosen pembimbing yang bersangkutan sehingga 

jalannya kegiatan PKL sesuai dengan tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai. 

b. Fakultas Ekonomi UNJ diharapkan memiliki hubungan kerja sama 

yang baik dengan perusahaan maupun Instansi Pemerintah lainnya 
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agar mempermudah bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan 

kegiatan PKL. 

 

3. Bagi UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan: 

a. UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan diharapkan memiliki 

kepercayaan tinggi dalam memberikan tugas kepada mahasiswa yang 

sedang menjalankan kegiatan PKL. 

b. UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan agar lebih banyak 

memberikan porsi latihan kerja kepada para mahasiswa yang 

menjalani kegiatan PKL sehingga mahasiswa dapat menambah ilmu, 

pengalaman, keterampilan, serta memahami proses kerja yang baik 

dengan disiplin dan bertanggung jawab serta sesuai dengan prosedur 

yang ada. 

c. UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan sebaiknya memberikan 

pelatihan tambahan kepada sumber daya manusia yang ada di 

lingkungan UPPRD Kecamatan Mampang Prapatan sehingga dapat 

menunjang produktivitas dan efektivitas kerja demi mencapai tujuan 

organisasi. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2: Surat Penerimaaan Izin PKL 
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Lampiran 3: Surat Keterangan PKL 
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Lampiran 4: Daftar Hadir 
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Lanjutan Lampiran 4: Daftar Hadir 
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Lanjutan Lampiran 4: Daftar Hadir 

 

 

 



73 
 

 
 

Lanjutan Lampiran 4: Daftar Hadir 
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Lampiran 5: Daftar Log Harian 
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Lanjutan Lampiran 5: Daftar Log Harian 
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 Lanjutan Lampiran 5: Daftar Log Harian 
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 Lanjutan Lampiran 5: Daftar Log Harian 
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Lanjutan Lampiran 5: Daftar Log Harian 
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Lampiran 6: Struktur Organisasi UPPRD Kecamatan Mampang   

            Prapatan 
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Lampiran 7: Contoh Lembar Disposisi 
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Lampiran 8: SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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Lanjutan Lampiran 8: SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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Lampiran 9: LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) 
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Lanjutan Lampiran 9: LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek  

       Pajak) 
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Lampiran 10: Contoh Surat Pernyataan PBB-P2 
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Lampiran 11: SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) Pajak  

   Reklame 
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Lanjutan Lampiran 11: SPOPD (Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah) 

         Pajak Reklame 
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Lampiran 12: Contoh Surat Pernyataan Reklame 
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Lampiran 13: Tampilan Aplikasi SIM PBB 
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Lampiran 14: Contoh Surat Permohonan PBB-P2 
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Lampiran 15: Tampilan Aplikasi SIM Reklame 
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Lampiran 16: Contoh SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)        

   Pajak Reklame 
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Lampiran 17: Contoh Tanda Bukti Pendaftaran Perpanjangan Pajak   

   Reklame 
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Lampiran 18: Tampilan Aplikasi SP2D 
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Lampiran 19: Contoh Formulir SPTPD Pajak Restoran 
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Lampiran 20: Tampilan Aplikasi SIG PBB 
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Lampiran 21: Contoh Tour Map untuk Cek Lapangan 
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Lampiran 22: Tampilan Aplikasi SIM BPHTB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 
 

Lampiran 23: Formulir SSPD BPHTB 
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Lampiran 24: Contoh Surat Permohonan BPHTB 
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Lampiran 25: Hasil Update dan Verifikasi BPHTB 
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Lampiran 26: Penilaian PKL 
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Lampiran 27: Daftar Singkatan 

DAFTAR SINGKATAN 

BAAK  : Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

BPRD  : Badan Pajak dan Retribusi Daerah 

BPS  : Badan Pusat Statistik 

FE UNJ : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

LSPOP : Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

NJOP  : Nilai Jual Objek Pajak 

NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

NOP  : Nomor Objek Pajak 

NPOP  : Nilai Perolehan Objek Pajak 

NSR  : Nilai Sewa Reklame 

PBB-P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan 

PKL  : Praktik Kerja Lapangan 

SIG PBB : Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan 
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Lanjutan Lampiran 27: Daftar Singkatan 

SIM BPHTB : Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  

    Bangunan 

SIM PBB : Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan 

SIM Reklame : Sistem Informasi Manajemen Reklame 

SK  : Surat Keputusan 

SKPD  : Surat Ketetapan Pajak Daerah 

SP2D  : Sistem Pemungutan Pajak Daerah 

SPOP  : Surat Pemberitahuan Objek Pajak 

SPOPD : Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah 

SPPT  : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

STPD  : Surat Tagihan Pajak Daerah 

STTS  : Surat Tanda Terima Setoran 

SSPD BPHTB: Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  

    Bangunan 

TMT  : Tanggal Mulai Terpasang 

UPPRD : Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 
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Lanjutan Lampiran 27: Daftar Singkatan 

ZNT  : Zona Nilai Tanah 
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Lampiran 28: Kartu Bimbingan 

 

 


